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Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum 
yang memiliki tanggung jawab untuk mengemban misi dalam kelanjutan 
pembangunan bangsa dan Negara, salah satunya mewujudkan ketertiban dan 
ketentraman hukum yang ada di masyarakat. Tugas dan wewenang Kejaksaan di 
bidang ketertiban dan ketentraman umum salah satunya dengan 
menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti 
yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang – Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
Permasalahan dalam penilitian ini adalah bagaimana regulasi dan implementasi 
program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi 
anak sekolah. Tujuan yang hendak dicapai adalah mendiskripsikan dan 
menjelaskan regulasi yang digunakan dalam program JMS serta mendiskripsikan 
dan menganalisis pelaksanaan program JMS yang telah dilakukan oleh Kejaksaan. 
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan jenis 
penelitian deskritif, jenis datanya primer melalui wawancara dan penyebaran 
kuesioner dan sekunder dari studi kepustakaan. Dalam pengambil kesimpulan 
menggunakan metode analisis deskriptif. 
Dari hasil penelitian yang diketahui bahwa telah ada kesinkronan antara regulasi 
dengan penerapannya. Kejaksaan Negeri Surakarta sudah melaksanakan perannya 
sesuai dengan Undang – Undang tetapi dalam pelaksanaannya sekolah yang 
ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Surakarta belum sepenuhnya mengikuti kegiatan 
Kejaksaan yang diatur di Undang – Undang. 
 






Kejaksaan of the Republic of Indonesia is one of the law enforcement agency that 
has responsibility for the mission in the continuing development of the nation and 
the State, one of which embodies the legal order and peace in the society. 
Kejaksaan's duties and authority in the field of public order and peace of one of 
them by organizing legal awareness raising activities as set out in Article 30 
paragraph (3) a of Law Number 16 Year 2004 on Kejaksaan of the Republic of 
Indonesia. 
The problem in this research is how the regulation and implementation of 
programs Jaksa Masuk Sekolah (JMS) in improving the legal awareness for 
school children. Goals to be achieved is to describe and explain the regulations 
2 
used in the JMS program as well as to describe and analyze the implementation of 
the JMS program that has been done by Kejaksaan. The method used is empirical 
juridical approach with descriptive research type, type of primary data through 
interviews and questionnaires and secondary literature study. In conclusion 
makers using descriptive analysis. 
The results those that there is synchronization between the regulation and 
application. Kejaksaan of the Republic of Indonesia has been carrying out its role 
in accordance with the Act but in the implementation of the school appointed by 
the Kejaksaan of the Republic of Indonesia not in accordance with the activities of 
the Kejaksaan’s office that has been regulated in the law.  
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1. PENDAHULUAN 
Pada akhir-akhir ini, terlihat dalam masyarakat terjadinya pelanggaran hukum 
baik di kalangan pemuda, remaja, orang tua maupun di kalangan Penegak 
Hukum itu sendiri. Serta disamping itu banyak orang yang tidak mau 
melaporkan terjadinya peristiwa hukum  tersebut karena merasa akan 
dirugikan apabila mereka menjadi saksi. Keadaan seperti ini menandakan 
bahwa kesadaran hukum  di masyarakat amat masih sangat kurang.
1
 Dalam 
melakukan kesadaran hukum  di dalam masyarakat sendiri diperlukan 
penyuluhan hukum  guna mencapai kadar kesadaran hukum  yang tinggi 
dimasyarakat. Penyuluhan tersebut harus dimantapkan, sehingga tiap anggota 
masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga 
Negara masyarakat dalam rangka tegaknya hukum , keadilan dan 
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.
2
 
Dalam melaksanakan kesadaran hukum masyarakat Jaksa dapat ikut 
adil dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat.Peran Jaksa 
tersebut, tertuang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Hal ini 
terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
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 Pasal 30 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
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Pasal 30 ayat (3) 
“Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a). Peningkatan 
kesadaran hukum masyarakat; b). Pengamanan kebijakan penegakan 
hukum; c). Pengawasan peredaran barang cetakan; d). Pengawasan 
aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 
negara; e). Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 
f). Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal”. 
Tumbuhnya kesadaran hukum  yang tinggi dari masyarakat terlihat 
dari tercapainya ketertiban dan kepastian hukum. Sehubungan dengan hal 
tersebut, Kejaksaan sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum ikut serta 
dalam bagian peningkatan kesadaran hukum  masyarakat.
4
 
Program penyuluhan Kejaksaan telah dilaksanakan sejak tahun 2015 
namun dengan Program baru, yakni Program Kerja Jaksa Masuk Sekolah 
(JMS) yang ditujukan kepada siswa SD, SMP dan SMA. Kepala Pusat 
Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Muh Rum menyampaikan, 
program JMS sudah dilaksanakan di sejumlah daerah, yang mencakup 36 
Sekolah Dasar (SD), 145 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 429 Sekolah 
Menengah Atas (SMA). “Ini melampaui target karena telah melibatkan 557 
sekolah dan 211.252 siswa,” kata Muh Rum pada acara Forum Tematik 
Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) di Golden 
Boutique Hotel Melawai, Jakarta, Kamis (27/10) siang.
5
 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis 
lebih lanjut mengenai program kerja jaksa masuk sekolah ini dengan judul 
“peranan jaksa dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui 
program kerja jaksa masuk sekolah (studi kasus Kejaksaan Negeri Surakarta, 
SMA Muhammadiyah 3 Surakarta dan SMA N 7 Surakarta)”. Dengan 
rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana regulasi terhadap pelaksanaan program 
JMS dalam meningkatkan kesadaran hukum  bagi anak sekolah, dan 2) 
Bagaimana implementasi Pelaksaan Program Kerja Jaksa Masuk Sekolah 
(JMS) dalam peningkatan kesadaran hukum  masyarakat. Tujuan dari 
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penelitian ini agar dapat 1) mengetahui regulasi yang digunakan Jaksa dalam 
pelaksaan Program JMS dalam meningkatkan kesadaran hukum  bagi anak 
sekolah, serta 2) mengetahui Implementasi tentang pelaksanaan Program 
Kerja Jaksa Masuk Sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum  
masyarakat. Manfaat penelitian ini dapat memberikan informasi dan 
pengetahuan yang jelas kepada para pembaca dan penulis sendiri tentang 
Peranan Jaksa Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui 
program kerja Jaksa Masuk Sekolah (JMS). 
 
2. METODE  
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis 
Empiris.Peraturan Perundang – undangan yang mengatur tentang tugas dan 
wewenang Jaksa yang secara khusus mengatur mengenai peningkatkan 
kesadaran hukum dalam masyarakat menggunakan Pendekatan Yuridis. 
Sedangkan Pendekatan Empirisnya, dapat ditunjukkan dari permasalahan yang 
mengenai bagaimana implementasi Pelaksaan Program Kerja Jaksa Masuk 
Sekolah (JMS) dalam peningkatan kesadaran hukum  masyarakat.  
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif. Deskripstif 
yang dimaksudkan yakni menggambarkan secara lengkap tentang bagaimana 
regulasi yang digunakan Kejaksaan dalam melakukan Program Jaksa Masuk 
Sekolah (JMS) serta menjelaskan secara menyeluruh tentang bagaimana 
implementasi Kejaksaan dalam melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah 
(JMS) guna meningkatkan kesadaran hukum di dalam masyarakat khususnya 
terhadap peserta didik. Sumber data yang digunakan ada sumber data Primer, 
yang datanya diperoleh secara langsung oleh Narasumber dari Kejaksaan dan 
angket kuesioner terhdap anak didik.Dan sumber data Sekundernya diperoleh 
dari bentuk buku – buku di perpustaan atau milik pribadi.Metode analisis data 
yang digunakan adalah Deskriptif yang dinyatakan oleh responden secara 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Regulasi Pelaksanaan Program Jms dalam Meningkatkan Kesadaran 
Hukum Bagi Anak Sekolah 
Kejaksaan memiliki wewenang dibidang Ketertiban Umum yang 
disebutkan pada Pasal 30 ayat (3) huruf aUndang – Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan 
“Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan: a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat” 
Dalam peningkatan kesadaran hukum ini, pihak Kejaksaan melakukan 
peningkatan dengan cara penyuluhan, salah satunya dengan program Jaksa 
Masuk Sekolah (JMS). Menurut hasil wawancara dengan narasumber pihak 
Kejaksaan Negeri Surakarta, Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) 
merupakan salah satu langkah ataupun upaya yang dilakukan Negara 
melalui Kejaksaan untuk membangun budaya hukum dengan menciptakan 
generasi – generasi muda yang sadar hukum.Tujuan dari Program Jaksa 
Masuk Sekolah (JMS) ini, untuk memberikan arahan, pendidikan, 
pemahaman tentang hukum kepada para peserta didik sejak usia dini, 
dengan harapan siswa atau anak sekolah tidak hanya mampu mengetahui 
dan memahami hukum namun, mereka juga diharapkan mampu patuh dan 
menaati hukum. Selain hal tersebut, Negara berharap agar produk – produk 
hukum  yang telah ada seperti Undang – Undang, dapat diperkenalkan 
kepada pelajar sehingga dapat memberikan gambaran mengenai peraturan – 
peraturan yang telah ditegakkan Negara terhadap warag negaranya.
6
 
Demi pelaksanaan tugas dan wewenang aparat penegak hukum tidak 
sewenang - wenangnya kepada masyarakat maka sikap dan perilaku para 
aparat penegak hukum dibatasi dengan adanya regulasi.Kegunaan regulasi 
tersebut, dimaksudkan agar yang lemah (yang ditolerir) dilindungi dan tidak 
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Regulasi untuk pelaksanakan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) 
mengacu pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 
2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Di dalam undang – 
undang tersebut dijelaskan mengenai Kejaksaan termasuk salah satu bidang 
hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut 
Undang – Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
berbagai tugas serta wewenang  yang harus dilaksanakan jaksa untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyaknya tugas serta 
wewenang yang diberikan kepada jaksa tersebut, maka Negara membentuk 
peraturan khusus untuk menangani tentang pelayanan jaksa kepada 
masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 
Indonesia.  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dibuat 
untuk keefektivitasan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik 
Indonesia yang harus dilakukan secara selektif dengan menerapkan prinsip 
perwujudan aparatur sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi 
dan tuntutan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat.  
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan harus melakukan 
secara selektif dengan menerapkan prinsip perwujudan aparatur sipil Negara 
yang dimaksud dalam Peratuan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tersebut, 
sehingga dalam penerapannya Kejaksaan membuat peraturan yang telah 
tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 
006 / A / JA / 3 / 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung 
Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2001 Tentang Organisasi 
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dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan tersebut mengatur 
mengenai cara menangani dan mengantisipasi perkembangan dala 
penanganan dan penyelesaian perkara yang terkait tentang harta benda. 
Dalam perkara tentang harta benda Kejaksaan perlu melakukan tindakan – 
tindakan berupa : penyelamatan dan pemulihan aset sejak dini; dan 
dilakukan secara efektif, efisian, transparan dan akuntabel.  
Pada program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) ini, yang melaksanakan 
yakni pusat pemulihan aset bagian Kelompok Jabatan Fungsional.Kelompok 
jabatan fungsional terbagi menjadi dua bagian yaitu Fungsional Jaksa dan 
Fungsional lainnya. Pada program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dilakukan 
program tersebut dilaksanakan oleh Jaksa fungsional bagian intelijen. Tugas 
serta wewenang Jaksa fungsional diatur dalam Keputusan Jaksa Agung 
Republik Indonesia Nomor : KEP-552/A/JA/10/2002 Tanggal 23 Oktober 
2002 Tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan sebagaimana yang 
telah diubah menjadi Peraturan Jaksa Agung Nomer : PER-
024/A/JA/08/2014. Peraturan tersebut berisi tentang pelaksanaan tugas dan 
wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang Intelijen diperlukan 
peraturan tentang administrasi umum yang meliputi seluruh proses kegiatan 
dan operasi intelijen yang sesuai dengan perundang – undangan. Dalam 
memenuhi kebutuhan penyelenggara administrasi bagian intelijen perlu 
peraturan yang dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, 
mudah dipahami, aman, berkesinambungan dan akuntabel. 
Salah satu kegiatan yang diusung oleh Kejaksaan yakni mengenai 
tentang penyuluhan hukum yang tertera pada Keputusan Jaksa Agung 
Republik Indonesia Nomor : KEP-001/A/JA/01/2009  pada tanggal 2 januari 
2009 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum  Dan Penerangan Hukum. 
Kemudian isi dari peraturan tersebut, diperbahurui menjadi lebih detail oleh 
pihak Kejaksaan menjadi  Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 
: INS – 004 /A/J.A/08/2012 Tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas 
Penerangan Dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat 
Hukum. Instruksi tersebut berisi tetang salah satu rencana strategis 
Kejaksaan Republik Indonesia dari 8 (delapan) program kegiatan kejaksaan 
8 
dalam peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-011/A/JA/01/2010 tentang 
Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 yaitu 
tentang Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM. 
Penyelenggaraan kegiatan program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum  
(BINMATKUM) dilaksanakan setiap triwulan dalam satu tahun berjalan dan 
akan terus berlangsung hingga ada petunjuk baru. Sasaran program 
pembinaan masyarakat taat hukum  yaitu untuk meningkatkan kesadaran 
hukum  masyarakat dalam mendukung kebijakan pembangunan hukum  
yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. 
Demi terlaksananya program untuk meningkatkan kesadaran hukum  
kepada masyarakat maka Kejaksaan membuat peraturan yang tertera pada 
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 
Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan 
tersebut dibuat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang 
Kejaksaan dalam bidang Intelijen yang memerlukan peraturan tetang 
administrasi umum yang meliputi seluruh proses kegiatan dan operasi 
Intelijen yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan perundang-
undangan. Setelah membuat aturan tentang metode pelaksanaan untuk 
melaksanakan program kesadaran hukum  masyarakat, maka Jaksa Agung 
membuat keputusan yang terdapat pada Keputusan Jaksa Agung Republik 
Indonesia Nomor : KEP-184/A/JA/011/2015 tanggal 18 November 2015 
tentang Pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah. Pembentukan Tim Jaksa 
Masuk Sekolah ini diberikan oleh Tim Kejaksaan Agung Muda Bagian 
Intelijen. Setelah dibentuk TIM Jaksa Masuk Sekolah (JMS) maka Jaksa 
Agung Muda mengeluarkan surat edaran berupa Surat Jaksa Agung Muda 
Intelijen Republik Indonesia Nomor : B-81/D/L.2/01/2016 tanggal 18 
Januari 2016 tentang Jaksa Masuk Sekolah. Surat Jaksa Agung Muda 
Intelijen tersebut diharapkan menjadi upaya pembangunan system hukum  
dan kesadaran hukum  sejak dini.  
Setelah beredarnya Surat Jaksa Agung Muda tentang Jaksa Masuk 
Sekolah tersebut maka Kejaksaan Negeri Surakarta membuat Keputusan 
Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor : Kep-04/O.3.11/L.3/01/2018 
9 
tentang Susunan Panitia dan Narasumber Pelaksanaan Penerangan Hukum / 
Peyuluhan Hukum dan Jaksa Masuk Sekolah Program BINMATKUM 
Tahun 2018.  
3.2 Implementasi Pelaksaan Program Kerja Jaksa Masuk Sekolah (JMS) 
dalam Peningkatan Kesadaran Hukum  Masyarakat 
Untuk terciptanya keefektifannya program Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa 
hanya memilih sebagian dari masyarakat yang mendapatkan program ini. 
Kejaksaan telah memilih “anak – anak peserta didik” sebagai subyek untuk 
melaksanakan program kesadaran hukum masyarakat.Program yang 
diberikan kepada peserta didik tersebut bernama Jaksa Masuk Sekolah 
(JMS).Jaksa Masuk Sekolah ini dilaksanakan secara langsung oleh pihak 
Kejaksaan dengan berkunjung dan bertatap muka dengan peserta didik di 




Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), yangmerupakan salah satu bentuk 
program yang dilaksanakan oleh Kejaksaan untuk merealisasikan salah satu 
tugas dan wewenang Jaksa yang terdapat pada Pasal 30 ayat (3) huruf a 
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia yang berbunyi “dibidang ketertiban dan ketentraman umum 
Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : peningkatan kesadaran 
hukum masyarakat”.9 
Walaupun program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) diberikan pada anak – 
anak di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi namun dalam 
pelaksanaannya Kejaksaan Negeri Surakarta baru melaksanakan program 
Jaksa Masuk Sekolah (JMS) pada anak – anak Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dan Sekolah Menengan Atas (SMA) atau sederajatnya saja. Dan 
menurut narasumber, anak– anak usia SMP - SMA lah yang dirasa mampu 
menangkap materi tentang hukum  yang diberikan oleh Kejaksaan lebih 
cepat, dibandingkan anak – anak usia SD. Sedangkan pada anak – anak usia 
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Perguruan Tinggi (PT), belum mendapatkan pemahaman tentang hukum 
karena ranah universitas biasanya telah memberikan pemahaman tentang 
hukum yang sudah dilaksanakan pada setiap materi – materi yang diberikan 
dikelas atau dilingkungan mereka.
10
 
Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS), dilaksanakan oleh Jaksa Bagian 
Intelijen. Materi – materi yang diberikan kepada peserta didik merupakan 
materi – materi permasalahan atau pelanggaran yang ada dilingkungan 
sekitar mereka. Penyampaian materi yang diberikan oleh Jaksa tetap 
menggunakan kode atik yang Materi – materi yang disampaikan dalam 
program kesadaran hukum ini, meliputi :
11
 
1. Penjelasan secara umum tentang Kejaksaan - Jaksa, tugas – tugas dan 
wewenang yang ada di Undang – Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia; 
2. Penjelasan secara umum tentang Undang - Undang Narkotika Nomor 35 
Tahun 2009 dengan hukumannya; 
3. Penjelasan secara umum tentang Undang - Undang Tindak Pidana 
Korupsi Nomor 20 Tahun 2001; 
4. Penjelasan secara umum tentang Kitab Undnag – Undang Hukum Pidana 
(KUHP) 
5. Penjelasan secara umum tentang Undang - UndangInformasi dan 
Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008; 
6. Penjelasan secara umum tentang perilaku Bullying serta hukumannya. 
Dalam pelaksanaannya Kejaksaan Negeri dapat melaksanakan program 
Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan pihak – pihak atau aparat penegak 
hukum lainnya seperti yang dilaksanakan di Sukabumi, 2 Desember 2017.
12
 
Cara yang dilakukan Kejaksaan dalam melaksanakan program Jaksa 
Masuk Sekolah (JMS), yakni dalam pengajuan program Jaksa Masuk 
Sekolah, dapat pihak sekolah yang bersurat kepada Kejaksaan untuk 
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meminta pihak Kejaksaan memberikan penyuluhan atau penerangan hukum 
di sekolah atau pihak Kejaksaan sendiri yang mendatangi ke sekolah 
tersebut untuk mengadakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah. Sedangkan 




Dari Observasi yang dilakukan penulis, saat mendatangi program Jaksa 
Masuk Sekolah (JMS) di SMA Negeri 7 Surakarta pada tanggal 20 Februari 
2018 kemarin, pelaksanaan program ini hanya berlangsung lebih kurang 60 
menit, karena pihak Jaksa memiliki kegiatan acara sidang yanga ada di 
Kejaksaan.
14
 Dari observasi tersebut, saat pelaksanaan program Jaksa Masuk 
Sekolah (JMS) di SMA Negeri 7 Surakarta peserta didik yang ikut dalam 
program tersebut hanya 2 (dua) kelas yakni Kelas X IPA 2 dan X IPA 3, 
yang lebih kurang ±50 peserta didik.  
Selain melaksanakan observasi, penulis juga melakukan penyebaran 
angket  atau questioner untuk mengetahui lebih jelas mengenai pelaksanaan 
program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di salah satu sekolah negeri dan 
sekolah swasta di Surakarta. Penulis melaksanakan pembagian questioner di 
SMA Negeri 7 Surakarta dan SMA Muhammadiyah 2 Surakarta.Berikut 
adalah hasil questioner yang diperoleh penulis dari peserta didik SMA 
Negeri 7 Surakarta dan SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 
Dari hasil questioner yang telah disebar, dapat disimpulkan bahwa 
hampir 85%  peserta didik yang mengetahui tentang Jaksa. Namun 
mengenai kedatangan Jaksa disekolah untuk melaksanakan sosialisasi 
tersebut, menunjukkan bahwa hanya 39% peserta didik yang mengetahui 
bahwa Jaksa pernah melaksanakan sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah (JMS). 
Tentang pemahaman materi yang diberikan oleh Jaksa, ada 64% pelajar 
yang tidak mengetahui tentang materi yang diberikan, hal tersebut berkaitan 
dengan banyaknya siswa – siswa yang ada disekolah tersebut yang tidak 
mendapatkan penyuluhan tentang Jaksa Masuk Sekolah (JMS).  
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Dalam program Jaksa Masuk Sekolah, menurut narasumber. Materi yang 
diberikan sama dengan materi yang diberikan saat penyuluhan di SMA 
Negeri 7 Surakarta. Materi berupa penjelasan umum tentang Jaksa, 
penjelasan tentang Undang – Undang narkotika, Undang – Undang korupsi, 
penjelasan mengenai bulliying yang dilakukan pelajar di mediasosial 
maupun di lingkungan.Hanya saja keaktifan di SMA Negeri 7 Surakarta 
lebih aktif dibandingkan dengan SMA Muhammadiyah 3 Surakarta maupun 
SMA di Surakarta yang lainnya.
15
 
Menurut penulis, saat mengikuti program Jaksa Masuk Sekolah di SMA 
Negeri 7 Surakarta, sebenarnya Jaksa dalam penyampaiannya sudah aktif 
dan berbaur dengan para siswa. Hanya saja materi yang ditampilkan saat 
pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah terlihat kaku sehingga banyak 
pelajar yang tidak menyukai saat Jaksa membacakan power point yang telah 
ada. 
Selain penyebaran ke beberapa pelajar, penulis juga melakukan 
penyebaran questioner kepada beberapa guru yang ada di SMA Negeri 7 
Surakarta dan SMA Muhammadiyah 3 Surakarta.Dari questioner yang 
diberikan ke guru, dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
guru tidak mendapingi murid. Guru hanya mengetahui mengenai program 
Jaksa Masuk Sekolah dari mulut ke mulut bukan secara langsung ikut andil 
dalam pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah. Dari questioner yang 
disebar, hampir semua guru mendukung program Jaksa Masuk Sekolah 
dengan tujuan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sebagian besar 
guru, juga memberikan masukan bahwa kegiatan program Jaksa Masuk 
Sekolah agar diberikan waktu yang lebih panjang karena tujuan dari 
program Jaksa Masuk Sekolah merupakan pemberian pembahasan – 
pembahasan mengenai kesadaran hukum yang ditanamkan sejak dini, namun 
tetap menggunakan bahasa maupun perilaku jaksa yang membuat murid – 
murid tidak bosan untuk tetap mendengarkan materi yang diberikan. Proses 
pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah yang diberikan kepada SMA 
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Negeri 7 Surakarta dan SMA Muuhammadiyah 3 Surakarta, bukan pihak 
sekolah yag meminta untuk melaksanakan sosialisasi melainkan karena 
pihak Jaksa yang datang langsung untuk memberikan sosialisasi 
tersebut.Pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah sudah mejadi program 
rutinan bulanan yang dilaksanakan oleh Jaksa. Pihak Kejaksaan Negeri 
Surakarta telah melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah ini di beberapa 
sekolah. 
4. PENUTUP  
4.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan  di BAB 3, maka 
Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
 Pertama, Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang 
dipilih langsung oleh Negara untuk ikut serta dalam program peningkatan 
kesadaran hukum masyarakat. Dalam melaksanakan tugas peningkatan 
kesadaran hukum tersebut, Kejaksaan melakukan upaya dengan program 
“Jaksa Masuk Sekolah (JMS)”. Regulasi yang digunakan pada program Jaksa 
Masuk Sekolah (JMS) mengacu pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Yang telah ditegaskan 
bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang pelayan kepada masyarakat 
pada bidang ketertiban dan ketentraman umum dengan salah satu kegiatannya 
yaitu menyelenggarakan ‘peningkatan kesadaran hukum masyarakat’, dengan 
memberikan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada anak sekolah. 
 Kedua,Pelaksanaan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan program 
untuk meningkatan kesadaran hukum pada masyarakat dilaksanakan oleh 
seluruh Kejaksaan Negeri di Indonesia. Salah satunya, Kejaksaan Negeri 
Surakarta telah melaksanakan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) pada sebagaian 
besar sekolah – sekolah SMP hingga SMA di Kota Surakarta seperti baru - 
baru ini Kejaksaan Negeri Surakarta baru melaksanakan program peningkatan 
kesadaran hukum pada pelajar di SMA Negeri 7 Surakarta dan SMA 





 Pertama kepada pihak Kejaksaan, penulis memberikan saran agar waktu 
dalam pelaksaan program Jaksa Masuk Sekolah lebih diberi waktu lebih. Serta 
sebaiknya pihak Kejaksaan dalam pemberian penyuluhan ditujukan untuk 
seluruh siswa yang ada di sekolah yang dituju tersebut. Sehingga materi 
tentang peningkatan kesadaran hukum dapat di berikan dan diterima oleh 
seluruh siswa – siswa dan guru yang ada di Sekolah tersebut.  
 Kedua kepada pihak SMA Negeri 7 Surakarta dan SMA Muhammadiyah 
Surakarta, penulis memberikan saran agar sekolah harusnya mendukung 
program Jaksa Masuk Sekolah karena pihak sekolah telah dipilih dan 
didatangi secara langsung oleh pihak Kejaksaan Negeri Surakarta untuk 
mendapatkan  penyuluhan. Pendukungan tersebut dengan cara memberikan 
arahan kepada seluruh murid dan guru untuk mengikuti penyuluhan Jaksa 
Masuk Sekolah yang dilaksanakan di sekolahan.  
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